
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH YANG DIATASNYA ADA BANGUNAN MILIK ORANG LAIN
ABSTRAK
Kebutuhan akan dana atau umumnya dalam dunia perbankan Indonesia disebut kredit, terkadang dikaitkan dengan adanya jaminan demi pengamanan pemberian dana atau kredit itu sendiri. Jaminan adalah hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, serta melindungi kepentingan para pihak khususnya kreditor. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan yang mengakibatkan adanya kerugian bagi para pihak. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan masalah yang ditelti dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan asas-asas dan peraturan terkait, data diperoleh dari data primer berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier berupa perundang-undang, buku, jurnal sedangkan penelitian dilapangan berupa wawancara. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa interprestasi bahan-bahan hukum sedangkan dalam penelitian lapangan menggunakan alat-alat seperti kamera dan alat tulis. Analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif dengan menganalisis hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dengan tidak menggunakan rumus matematis.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur yang mengalami kerugian atas eksekusi hak tanggungan terhadap tanah yang diatasnya ada bangunan milik orang lain adalah dengan dilakukannya eksekusi terhadap jaminan milik debitur untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur dengan pelaksaan eksekusi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku seperti parate eksekusi, eksekusi dengan pertolongan hakim, dan eksekusi penjualan di bawah tangan. Akibat hukum atas eksekusi hak tanggungan terhadap tanah yang di atasnya ada bangunan milik orang lain yaitu pelaksanaan eksekusi harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dengan melalui penetapan Ketua Pengadilan, apabila pihak kreditor tetap melaksanakan lelang tanpa melalui penetapan pengadilan maka kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata sehingga wajib mengganti kerugian yang ditumbulkannya. Penyelesaian terhadap kreditur yang mengalami kerugian atas eksekusi hak tanggungan terhadap tanah yang di atasnya ada bangunan milik orang lain adalah dengan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan eksekusi lelang berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati.
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ABSTRACT

The need for funds or generally in the Indonesian banking world is called credit, provided with a guarantee for the provision of funds or the credit itself. Collateral is important in making and implementing credit agreements or loan agreements, as well as protecting the interests of the parties, especially creditors. However, in its implementation there are still many problems that result in losses for the parties. 
In this study, the author uses a descriptive analytical research specification that describes the problem studied with a normative juridical approach, namely using related principles and regulations, data obtained from primary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials in the form of legislation, books, journals. while the field research is in the form of interviews. Data collection techniques in library research are in the form of interpretation of legal materials, while in field research using tools such as cameras and stationery. Analysis of the data used is qualitative juridical by analyzing the results of library research and field research results and then poured in the form of a logical and systematic description by not using mathematical formulas.

The results of this study explain that legal protection for creditors who suffer losses from the execution of mortgage rights on land on which there are buildings belonging to other people is by executing the debtor's collateral for the repayment of certain debts to creditors by carrying out executions in accordance with applicable legal procedures such as parate executions, executions with the aid of judges, and executions of underhand sales. The legal consequence of the execution of mortgage rights on land on which there is a building owned by another person is that the execution must be carried out according to the applicable provisions through a decision by the Head of the Court. Article 1365 of the Civil Code so that it is obligatory to compensate for the losses caused. The settlement for creditors who suffer losses from the execution of mortgage rights on land on which there are buildings belonging to other people is to submit them to the State Property and Auction Service Office (KPKNL) for auction execution based on the agreed credit agreement.
Keywords: Mortgage, execution, banking
A. Latar Belakang Penelitian
Setiap kegiatan pembangunan nasional, tidak akan terlepas dari aspek hukum. Hal ini berarti, setiap bidang pembangunan nasional harus disertai oleh perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan nasional, agar memperoleh kepastian hukum. Pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi, memerlukan perhatian yang serius dari negara melalui pemerintah untuk kepentingan rakyat Indonesia, karena itu dalam pelaksanaannya haruslah berada dijalur hukum. 
Dalam hal perkembangan kebutuhan dan peningkatannya, diperlukan dana yang merupakan salah satu pendukung untuk menggerakkan kegiatan masyarakat di bidang ekonomi. Kebutuhan akan dana atau umumnya dalam dunia perbankan Indonesia disebut kredit, terkadang dikaitkan dengan adanya jaminan demi pengamanan pemberian dana atau kredit itu sendiri. Jaminan adalah hal yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang, serta melindungi kepentingan para pihak khususnya kreditor (yang meminjamkan). Rachmadi Usman mengemukakan: “Setiap bidang pembangunan nasional didukung perangkat hukum dan perundang-undangan yang memadai dan akan lebih dapat memberikan kepastian dan kesebandingan hukum.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah sangat terkait dengan pembangunan ekonomi, terutama untuk menunjang kegiatan perkreditan bagi keperluan pembiayaan pembangunan nasional. Penjelasan umum undang-undang ini antara lain dinyatakan:
“Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah besar. Dengan demikian meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat juga keperluan akan tersedianya dana, yang sebagian besar diperoleh melalui perkreditan. Mengingat pentingnya dana perkreditan tersebut dalam proses pembangunan, sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan”.
Dalam hubungan ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menyediakan lembaga hak jaminan atas tanah yang diberi nama Hak Tanggungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51, yakni “Hak Tanggungan yang dapat dibebankan pada Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, yang disebut dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39 diatur dengan Undang-Undang”. Ketentuan Pasal tersebut di atas mengandung 3 dasar pokok berkenaan dengan pengaturan hak-hak jaminan atas tanah, yaitu:
a. Hak jaminan di negara kita diberi nama “Hak Tanggungan” yaitu suatu bentuk Lembaga jaminan jaminan baru untuk menggantikan berbagai lembaga jaminan yang ada dan diakui menurut ketentuan yang berlaku di Negara sekarang seperti hipotik, creditverband, gadai, fidusia, dan lain-lain.
b. Lembaga jaminan yang diberi nama “Hak Tanggungan” ini hanya dapat dibebankan kepada Hak Milik (Pasal 25), Hak Guna Usaha (Pasal 33), dan Hak Guna Bangunan (Pasal 39).

c. Mengenai apa yang dinamakan “Hak Tanggungan” itu akan diatur dengan suatu undang-undang tersendiri dalam artian akan ada suatu UndangUndang tentang Hak Tanggungan.

Menurut AP. Parlindungan mengemukakan “Salah satu tujuan diundangkan Undang-Undang Hak Tanggungan adalah melaksanakan perintah yang tegas dari Pasal 51 Undang-Undang Pokok Agraria sehingga meniadakan penafsiran yang macam-macam tentang pranata jaminan, dan sekaligus melaksanakan unifikasi yang dikembangkan Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu pranata Hak Tanggungan sebagai pranata jaminan hutang dengan tanah sebagai jaminan”.

Menurut Maria Samdjono “terbitnya Undang-Undang tentang Hak Tanggungan ini amat berarti di dalam menciptakan unifikasi Hukum Tanah Nasional, khususnya dibidang hak jaminan atas tanah”.

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan, bahwa “Selama Undang-Undang mengenai Hak Tanggungan tersebut dalam Pasal 51 Undang-undang Pokok Agraria belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Creditverband yang tersebut dalam S 1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S 1937-190”. 
Undang-Undang Hak Tanggungan bertujuan memberikan landasan untuk dapat berlakunya lembaga Hak Tanggungan yang kuat, yang di dalamnya antara lain menegaskan atau meluruskan persepsi yang kurang tepat di waktu yang lalu. Adanya penegasan/pelurusan berkenaan dengan beberapa masalah tersebut, memerlukan perubahan persepsi dan sikap semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Hak Tanggungan ini.
Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 merupakan upaya unifikasi lembaga hukum jaminan. Undang-Undang ini memberikan hak kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan Pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri apabila debitor cidera janji (wanprestasi) untuk dieksekusi melalui proses yang singkat dan sederhana, yang pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara lelang dan tidak melalui fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, alternatif penyelesaian kredit macet yang dijamin dengan Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan 3 alternatif yaitu :
a. Penjualan Lelang Objek Hak Tanggungan Atas Kekuatan Sendiri Oleh Pemegang Hak Tanggungan Pertama. Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ini sebenarnya sejalan dengan yang telah diatur dalam Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata tentang Beding Van Eiggenmachtige Verkoop pada lembaga hypoteek, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut ditegaskan kembali bahwa dalam hal pada Akta Pemberian Hak Tanggungan telah diperjanjikan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji, maka kreditor pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat langsung menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Janji tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan ini harus dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) agar kreditor pemegang Hak Tanggungan Pertama dapat atau berhak melakukan penjualan lelang atas kekuasaan sendiri.
b. Lelang Objek Hak Tanggungan Melalui Pengadilan. Pengertian dari alternatif ini adalah apabila debitor cidera janji dan menolak atau bahkan melawan pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 Pasal 11 Ayat (2) huruf e Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, maka Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-undang Hak Tanggungan ditentukan bahwa berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan objek Hak Tanggungan dapat dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan Undang-Undang. Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya menurut Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan dan penjelasannya. Pelaksanaan eksukusi ini didasarkan pada Pasal 224 HIR dan Pasal 258 RBg. Dengan demikian prosedur yang ditempuh adalah melalui lelang Hak Tanggungan dengan bantuan Pengadilan Negeri. Adapun prosedurnya diawali dengan permohonan dari kreditor kepada Pengadilan Negari untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan. Apabila Pengadilan Negeri menerima permohonan tersebut, maka Pengadilan Negeri akan menindaklanjuti dengan menerbitkan aanmaning/teguran, penetapan sita yang diikuti dengan penyitaan bangunan dan mengeluarkan penetapan lelang. Selanjutnya Pengadilan Negeri akan mengajukan permohonan lelang Hak Tanggungan tersebut ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). 

c. dibawah tangan ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan pada Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan. Alternatif ini kiranya cukup berat untuk dilaksanakan karena untuk dapat menggunakan alternatif ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1) Harus ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang Hak Tanggungan;
2) Penjualan tersebut dapat menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak;
3) Lebih dahulu diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan;
4) Penjualan tersebut diumumkan lebih dahulu lebih dahulu sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan atau media massa setempat;
5) Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
Berdasarkan tiga alternatif tersebut dua diantaranya menggunakan institusi lelang, yang merupakan salah satu institusi publik. Namun dari tiga alternatif tersebut, ternyata secara yuridis, eksekusi Hak Tanggungan menurut penulis praktis hanya dapat dilakukan menurut pertolongan/bantuan hakim. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan dan penjelasannya, Pasal 26 yang menyatakan bahwa, “Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi  hypotheek yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan”, sedangkan penjelasan Pasal 26 menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada dalam Pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (1941-44) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Staatblad 1927-227)”.
Ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan yang harus diperhatikan adalah bahwa grosse acte Hypotheek yang berfungsi sebagai surat tanda bukti adanya Hypotheek, dalam hal Hak Tanggungan adalah sertifikat Hak Tanggungan. Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi Hak Tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai eksekusi Hypotheek atas tanah yang disebut di atas.
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal Umum angka 9 pada Undang-Undang Hak Tanggungan, ketentuan peralihan dalam Pasal ini memberikan ketegasan, bahwa selama masa peralihan tersebut, ketentuan hukum acara di atas berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan, dengan penyerahan sertifikat Hak Tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya. 
Kasus yang akan peneliti ambil adalah kasus pinjaman uang kepada pihak bank yang dilakukan oleh Bapak Hans dengan memakai jaminan sertifikat tanah atas nama orang tua Bapak Hans. Namun disisi lain Tanah tersebut juga disewakan kepada Bapak Adit yang kemudian mendirikan rumah makan dan benteng diatas tanah tersebut. Seiring berjalannya waktu Bapak Hans mengalami masa sulit sehingga tidak mampu membayar angsuran dan menunggak selama 1 tahun. Akibatnya pihak bank mengambil keputusan untuk melelang dan mengeksekusi tanah milik Bapak Hans, namun tindakan tersebut terhalang karena adanya bangunan milik orang lain.
Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk mengkajinya dengan lebih spesifik dalam judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR YANG MENGALAMI KERUGIAN ATAS EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP TANAH YANG DIATASNYA ADA BANGUNAN MILIK ORANG LAIN. 
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur yang mengalami kerugian atas eksekusi hak tanggungan terhadap tanah yang diatasnya ada bangunan milik orang lain?

2. Bagaimana akibat hukum atas eksekusi hak tanggungan terhadap tanah yang di atasnya ada bangunan milik orang lain dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan?

3. Bagaimana penyelesaian terhadap kreditur yang mengalami kerugian atas eksekusi hak tanggungan terhadap tanah yang di atasnya ada bangunan milik orang lain?
C. Pembahasan
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Mengalami Kerugian Atas Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Diatasnya Ada Bangunan Milik Orang Lain
Pemberian kredit merupakan suatu perjanjian utang piutang antara bank selaku kreditur dengan masyarakat selaku debitur yang ditekankan kepada kesepakatan para pihak yaitu berdasar pada kebebasan dalam membuat perikatan yang diatur dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: "Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu." Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan utang-piutang antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak berhutang untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pelaksanaan pemberian kredit bank haruslah hati-hati, sebagaimana dituangkan dalam Pasal Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya wajib berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prisip kehati-hatian.
Bank dalam pemberian kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai yang sudah diperjanjikan. Guna memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama. Penilaian kredit merupakan kegiatan untuk menilai keadaan calon debitur dan penilaian atas analisis kredit ini akan sangat mempengaruhi kualitas portofolio Kredit Bank.

Jaminan yang sering digunakan bank dalam pelaksanaan kredit adalah jaminan yang berupa benda tidak bergerak atau tanah, karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan tidak akan mengalami penurunan nilainya.
 Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menerangkan bahwa agunan merupakan salah satu unsur pemberian kredit. Agunan sendiri dapat diartikan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (23) UU Perbankan bahwa "agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah".
Fungsi jaminan sebagai salah satu aspek penilaian dalam analisis kredit adalah sebagai alat pengamanan terhadap kemungkinan adanya Debitur yang tidak membayar kembali kredit yang diterimanya.
 Jaminan terdiri dari 2 (dua) yaitu jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus. Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dengan kreditur lainnya. Jaminan yang bersifat khusus adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, hak-hak tagihan mana mempunyai hak mendahului sehingga ia berkedudukan sebagai kreditur previlage (hak preverent). 

Benda yang dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain : 
1) Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang). 
2) Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain. 
Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, hak tanggungan, dan fidusia. Salah satu jaminan yang sering digunakan debitur adalah menjaminkan suatu tanah miliknya yang kemudian dibebani dengan Hak Tanggungan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Hak Tanggungan, menyebutkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu terhadap kreditur kreditur lain.
Tanah-tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang akan dibebani dengan Hak Tanggungan harus memenuhi persyaratan sebagai obyek Hak Tanggungan, persyaratan-persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang;
2) Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karena apabila debitur cidera janji benda yang dijadikan jaminan akan dijual;
3) Termasuk hak yang di daftar menurut peraturan tentang pendaftaran tanah yang berlaku, karena harus memenuhi asas publisitas;
4) Memerlukan penunjukan khusus oleh suatu Undang-Undang.
Sehubungan dengan persyaratan-persyaratan tersebut, Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan menetapkan obyek Hak Tanggungan sebagai berikut:
1) Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan;
2) Hak Pakai atas Tanah Negara, yang menurut ketentuan yang berlaku wajib di daftar dan menurut sifatnya dapat dipindahtangankan;

3) Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan. Apabila bangunan, tanaman dan hasil karya tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebasan Hak Tanggungan dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik; Bangunan Rumah Susun dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) yang berdiri di atas tanah HM, HGB, atau Hak Pakai yang diberikan oleh Negara (Pasal 27 jo UU 16/1985).
Pelaksanaan praktek kredit banyak dijumpai bahwa tidak semua debitur dapat memenuhi prestasinya yaitu membayar hutang seperti kasus yang peneliti ambil. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan asset. 
Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur tentang eksekusi obyek hak tanggungan secara sistematis dan terpadu. Ketentuan tentang jenis eksekusi obyek hak tanggungan secara menyeluruh diatur dalam Pasal Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi :
(1)  Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan: 

a) Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau 

b) Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 14 (2).  

Obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan mendahulu daripada kreditor-kreditor lainnya. 
Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan obyek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Ketentuan tersebut mengatur eksekusi menurut prosedur. Di dalam ketentuan tersebut, diatur tiga jenis eksekusi obyek hak tanggungan, yaitu: eksekusi parat (eksekusi langsung), eksekusi dengan pertolongan hakim, dan eksekusi penjualan di bawah tangan.
Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Pasal 20 terdapat beberapa cara pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, yaitu:

1) Parale Executie 

Secara etimologis parale executie berasal dari kata paraal artinya siap di tangan sehingga para Ie execulie dikatakan sebagai sarana eksekusi yang siap di tangan.

Menurut kamus hukum, parale executie mempunyai arti pelaksanaan yang langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau hakim).
 Arti parate executie yang diberikan doktrin adalah "kewenangan untuk menjual atas kekuasaan sendiri atau parate eksekusi, diberikan arti, bahwa apabila debitur cidera janji, kreditur dapat melaksanakan eksekusi obyek jaminan, tanpa harus minta fiat dari Ketua Pengadilan.
 
Pada Pasal 20 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Hak Tanggungan dinyatakan bahwa apabila debitur cidera janji maka pemegang Hak Tanggungan  pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan  sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, unsur-unsur tersebut yang terjalin menjadi esensi dalam Pasal 6 Undang-Undang Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, adalah :

a) Debitur cidera janji;

b) Kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama diberi hak;

c) Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri;

d) Syarat penjualan melalui pelelangan umum;

e) Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

f) Hak kreditur mengambil pelunasan piutangnya sebatas hak tagih.

Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ini memberikan kemudahan dan efektifitas waktu tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri karena eksekusi hanya dilakukan dengan pelelangan umum dan dengan adanya Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan ini maka kreditur akan terlindungi dari perbuatan debitur yang tidak layak atau bahkan tidak mempunyai itikad baik sehingga Pasal tersebut sebagai tiang penyanggah utama bagi kreditur dalam memperoleh percepatan pelunasan piutangnya agar piutang yang telah kembali pada kreditur kemudian keuangan tersebut dapat digunakan untuk perputaran roda perekonomian. 

Eksekusi yang didasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dimana diberikannya kemudahan bagi kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dikarenakan kreditur pemegang Hak Tanggungan tersebut mempunyai kedudukan yang istimewa dalam bentuk droit de preference dan droit de suite yang merupakan ciri-ciri dari Hak Tanggungan.
 Sehingga apabila debitur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan dapat langsung mengajukan permintaan kepada Kepala Kantor Lelang Negara untuk melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.
Pelaksanaan lelang parate executie ini telah diatur dalam Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE-211PN11998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dalam Angka 1 yang menyatakan bahwa " ...penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu tidak perlu raguragu lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan " serta pada Angka 3 yang menyatakan bahwa "lelang obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah tergolong lelang sukarela... " dan dipertegas oleh Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor SE23IPN/2000 butir 1a huruf (e) yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Ielang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tidak diperlukan persetujuan debitur untuk pelaksanaan lelangnya.”
Perkembangan selanjutnya pelaksanaan Ielang tersebut dipertegas dengan Surat Menteri Keuangan Nomor 3041KMK.01/2002 tertanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang dalam Pasal 2 Ayat (3) menyebutkan bahwa "Kantor lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang persyaratan lelang sudah dipenuhi." Selanjutnya peraturan pelaksanaan tersebut ditindaklanjuti dengan adanya Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara Nomor 35/PL/2002 tertanggal 27 Januari 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang. 
Dari beberapa peraturan tersebut, semakin memperjelas pelaksanaan hak kreditur pertama pemegang Hak Tanggungan untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui lelang (parate executie) yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara. 

2) Titel Eksekutorial 

Pelaksanaan titel eksekutorial ini masih menggunakan Hukum Acara Perdata produk Belanda yang diatur dalam Pasal 224 HIR dan 258 RBg, hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi Hak Tanggungan maka peraturan mengenai eksekusi Hypotheek berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan. 
Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut harus diperhatikan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Tanggungan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan dengan mengajukan permohonan eksekusi oleh kreditur pemegang Hak Tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan menyerahkan sertipikat Hak Tanggungan sebagai dasarnya. Kemudian, eksekusi akan dilaksanakan atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara.

3) Penjualan di bawah tangan

Selain kedua pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan tersebut, Undang-Undang Hak Tanggungan juga memperkenalkan penjualan di bawah tangan dalam rangka eksekusi dengan syarat apabila melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan dan dengan dipenuhinya syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 20 Ayat (2) dan (3) yang berbunyi " ayat (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak; (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang heredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.
Penjualan obyek Hak Tanggungan "dibawah tangan" tersebut tidak melalui pelelangan umum akan tetapi tetap harus dilakukan berdasarkan ketentuan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu dengan cara dilakukan di hadapan PPAT yang membuat aktanya dan dilakukannya pendaftaran di Kantor Pertanahan setempat.

Tahap-tahap pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan

Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 224 HIR sebagai berikut:

a) Kreditur mengajukan eksekusi pada Pengadilan Negeri dimana barang jaminan tersebut terletak atau Pengadilan Negeri dimana barang jaminan tersebut terletak atau Pengadilan Negeri yang dalam perjanjian ditetapkan sebagai domisili hukum.

b) Pengadilan akan memanggil/menegur debitur (aanmaning) sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 8 (delapan) hari untuk tiap-tiap aanmaning yang diterima.

c) Debitur dapat mempunyai tiga sikap terhadap aanmaning tersebut, yaitu:

i) Tidak mempedulikan; 

ii) Mengakui hutang dan besar jumlah hutangnya; dalam hal demikian, kreditur dapat langsung meminta pembayaran seluruh jumlah hutang atau meminta kerjasama debitur untuk menjual jaminan guna melunasi seluruh jumlah hutangnya;

iii) Debitur mengajukan bantahan. Bantahan ini dapat mengenai jumlah hutangnya yang tidak dapat sesuai dengan catatan debitur atau mengenai barang jaminan. Sering sekali barang jaminan itu terdaftar atas nama isteri atau suami debitur dan dianggap digunakan sebagai jaminan tanpa persetujuan isteri atau suami. Kemudian istri/suami yang bersangkutan membantah bahwa ia tidak pernah setuju menggunakan tanah dan rumah sebagai jaminan. Dapat juga ternyata istri/suami yang sah yang dibuktikan dengan adanya surat nikah/akta perkawinan. Dalam keadaan demikian eksekusi ditunda sampai ada keputusan perkara bantahan tesebut.
Tahap Penyitaan
a) Kreditur mengajukan permohonan sita atas jaminan yang dilelang.

b) Pengadilan akan mengeliarkan penetapan sita yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyitaan oleh petugas pengadilan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyitaan. Apabila tidak ada tanggapan dari debitur maka proses akan dilanjutkan.
Tahap Pelelangan 
a) Kreditur mengajukan permohonan lelang kepada Pengadilan Negeri.
b) Pengadilan akan memuat ketetapan lelang dan menetapkan waktu Ielang setelah berkonsultasi dengan Kantor Lelang.
c) Sebelum lelang dilaksanakan ada dua syarat yang harus dipenuhi kreditur:
d) Kreditur memberitahukan Pengadilan mengenai plafond harga (harga minimal) dari barang jaminan.
e) Kreditur meminta Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dari barang jaminan kepada Kantor Pertanahan setempat.
f) Acara lelang dilaksanakan di Pengadilan Negeri setempat. Pembeli harus sekurang-kurangnya 2 (dua) orang pihak, apabila tidak ada peminat, maka lelang ditunda kurang lebih satu bulan dan harus didahului dengan pemasangan iklan sebanyak 1 (satu) kali.
Pelelangan obyek Hak Tanggungan dari kedua eksekusi tersebut dapat dihindari dengan pelunasan utang yang dijamin berikut biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan sampai dengan dikeluarkannya pengumuman lelang.
B. Akibat Hukum Atas Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Milik Orang Lain Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
Lelang  memiliki  peran  yang  cukup  besar  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan masyarakat, dengan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi dan asas  akuntabilitas. Salah   satu   fungsi   lelang   adalah   menjadi   instrumen   dalam   penuntasan penegakan hukum seperti yang diamanatkan dalam berbagai undang-undang, salah satunya Undang-undang Hak Tanggungan.
Dalam praktek penyelesaian eksekusi lelang hak tanggungan  berdasarkan Pasal  20  ayat  (1) Undang-undang  Hak  Tanggungan  terdapat   2 (dua) pilihan mekanisme yaitu lelang Pasal 6 berdasarkan hak Pemegang Hak Tanggungan tingkat pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kewenangan sendiri, atau menggunakan mekanisme Pasal 14 ayat (2) dan (3) dengan berdasar titel eksekutorial pada  Sertipikat  Hak  Tanggungan  yang  ber-irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha  Esa”.Kedua  mekanisme tersebut  merupakan  instrument yuridis  yang bersifat imperative karena  secara  tegas  telah  ditentukan  dalam  Undang-undang  Hak  Tanggungan dan prosedurnya harus melalui pelelangan umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL (dahulu Kantor Lelang Negara).
Sebelum melakukan Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan yaitu terlebih dahulu kita harus mengetahui prosedur Lelang Eksekusi Hak tanggungan sebagai berikut :
1) Pasal 1 butir (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1996, Pendapat Penulis intinya dalam pelunasan utang atas kebendaan dengan tanah milik antara debitur dan kreditur harus jelas klasula terjadinya SKMHT dan APHT :
a. Pemilihan domisili Hukum yang jelas bila terjadi perselisihan Hukum; 
b. Tidak boleh ada 2 perbuatan Hukum atas SKMHT yaitu yang dimaksud Kuasa Membebankan Hak Tanggungan dan Kuasa Menjual.
2) Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu. Pendapat Penulis intinya dalam janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu harus jelas klasula terjadinya SKMHT dan APHT.

3) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dan sebagai bukti adanya Hak Tanggungan.
4) Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akan tetapi pelaksanaan lelang melalui fiat KetuaPengadilan.
5) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan dibawah tangan.
6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT, dan harus memenuhi persyaratan.
7) Eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap setelah mendapat perintah atau penetapan dari Ketua Pengadilan.

8) Eksekusi dimulai dengan teguran dan berakhir dengan pelelangan tanah yang dibebani dengan Hak tanggungan.
9) Setelah dilakukan pelelangan terhadap tanah yang dibebani Hak tanggungan dan uang hasil lelang diserahkan kepada Kreditur, maka hak tanggungan yang membebani tanah tersebut akan diroya dan tanah tersebut akan diserahkan secara bersih, dan bebas dan semua beban, kepada pembeli lelang.
10) Apabila terlelang tidak mau meninggalkan tanah tersebut, maka berlakulah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 200 ayat (11) HIR (upaya paksa/pengosongan objek lelang).
Eksekusi berdasarkan titel eksekutorial pada serifikat Hak Tanggungan yang tata caranya dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258Rbg, maka prosedurnya yang harus dilakukan oleh kreditor (pemegang Hak Tanggungan) adalah terlebih dahulu harus mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan penetapan untuk memerintahkan sita Eksekusi atas objek Hak Tanggungan agar Eksekusi dapat dijalankan. Permohonan penetapan Eksekusi bedasarkan Pasal 224 HIR/258 Rbg harus sesuai dengan prosedur yang ada dan membayar biaya Eksekusi, setelah Ketua Pengadilan menerima permohonan kreditor, maka Ketua Pengadilan Negeri memanggil debitor untuk memberitahukan dan memperingatkan. Apabila debitor tidak memenuhi panggilan dari Ketua Pengadilan Negeri tanpa memberi alasan yang tepat maka proses pelelangan atas objek Hak Tanggungan sebagai jaminan akan dilaksanakan penjualan secara lelang.
Menurut analisis penulis dari penyelesaian diatas, untuk melaksanakan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang perlu dilihat dahulu adalah isi dari perjanjian yang terletak di dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) tidak boleh ada klausula “melakukan perbuatan hukum lain”, apabila terdapat perbuatan hukum lain maka Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan akan mengakibatkan “tidak sah dan cacat hukum”. Proses pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan baru dapat dilaksanakan apabila debitor melakukan wanprestasi, proses Pelaksanaan Eksekusi harus sesuai dengan hukum positif di indonesia dan dapat dilihat pelaksanaan eksekusi yang tidak sesuai hukum positif indonesia pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 3210 K/PDT/1984, yang mana pelaksaan lelang tersebut tetap harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri dan baru dapat dilaksanakan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan.
Akibat hukum, mengenai pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang tidak memenuhi persyaratan baku, dapat menimbulkan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan pelaksanaan lelang tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum, serta tidak menutup kemungkinan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht van gewidjse), yang menyatakan pelaksanaan lelang tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum terhadap pelaksanaan lelang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dituntut secara pidana sebagai mana dimaksud Pasal 335 KUHP.
Mengenai akibat hukum atas pelaksanaan lelang yang mempunyai title executorial dengan memuat irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menurut perundang-undangan yang berlaku harus melalui penetapan Ketua Pengadilan, akan tetapi bila pihak kreditor tetap melaksanakan lelang melalui Kantor Pelayanaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata dan pelaksanaan lelang tersebut tidak sah dan cacat hukum, selanjutnya dalam Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht van gewidjse), yang menyatakan pelaksanaan lelang tersebut tidak sah dan cacat hukum dapat dituntut secara pidana yang diatur pada Pasal 335 KUHP.
Dalam hal ini kreditur dalam dituntut untuk melaksanakan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Setiap perbuatan melawan hukum mengakibatkan keganjilan dalam masyarakat berupa ketiadaan lagi suatu perseimbangan dalam tubuh masyarakat (evenwichtverordering), oleh sebab itu perlu adanya suatu penangung jawaban ganti rugi agar keseimbangan hukum dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik. Kerugian wajib diganti oleh pelaku perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang dapat diduga terjadinya, maksudnya adalah bahwa kerugian yang timbul tersebut haruslah diharapkan akan terjadi atau patut diduga akan terjadi, dugaan mana sudah ada pada saat dilakukannya perbuatan melawan hukum tersebut. (vide Pasal 1242 s/d 1252 KUH Perdata) unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum ini adalah :
1) Adanya suatu perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya, umumnya diterima anggapan bahwa perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat (dalam arti pasif), karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.
2) Perbuatan tersebut melawan hukum
Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum
3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
Agar dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum tersebut, Undang-Undang dan Yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, karena itu tanggung jawab tanpa kesalahan (stricht liability) hal tersebut tidaklah didasari atas pasal tersebut tetapi didasarkan kepada Undang-undang lain.
4) Adanya kerugian bagi korban
Adanya kerugian (schade) bagi korban, juga merupakan syarat agar gugatan dapat dipergunakan, berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil maka jerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang akan dinilai dengan uang
5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Hubungan kausal, antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 macam teori yaitu teori hubungan factual (causation in fact) merupakan masalah fakta atau apa yang secara factual terjadi dan teori penyebab kira-kira (proximate cause) merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak.
Sehingga akibat hukumnya yaitu mengakibatkan pelaksanaan lelang tersebut telah melanggar Perundang-undangan yang berlaku di dalam Pasal 15 ayat (1) UndangUndang No. 4 Tahun 1996 jo ketentuan Pasal 27 huruf c, huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 
Dikarenakan sebelum terjadi pelaksanaan lelang sudah ada Gugatan di Pengadilan oleh pihak lain yang tidak termasuk dalam debitor, jadi pelaksanaan Lelang tersebut telah melakukan melawan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, juga dengan dasar putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraacht van gewidjse) dan akibat hukumnya pelaksanaan lelang tersebut batal demi hukum.
C. Penyelesaian Terhadap Kreditur Yang Mengalami Kerugian Atas Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Milik Orang Lain.
Dalam pemberian kredit, bank selaku kreditur haruslah meminta barang jaminan kepada debitur atau nasabah yang ingin mengajukan kredit tersebut guna dijadikan jaminan atau agunan pinjaman tersebut. Barang yang akan dijaminkan pun tidak sembarangan melainkan haruslah barang yang nilainya melebihi nilai pinjaman yang diajukan oleh debitur, jika benda jaminan tersebut adalah rumah atau sebidang tanah maka debitur dan kreditur bisa membuat perjanjian untuk benda jaminan tersebut dibebani oleh hak tanggungan sebab benda tersebut digunakan sebagai penjamin atas pelunasan utang yang akan dituangkan didalam perjanjian.
Sertifikat hak tanggungan mempunyai sifat executorial yang mana apabila debitur telah dinyatakan wanprestasi (ingkar janji) dan hal itu sungguh-sungguh terbukti bahwasannya debitur tidak membayar angsuran kreditnya yang mengakibatkan debitur tersebut terlilit hutang dengan bank yang tidak bisa dibayar hingga jatuh tempo, maka kreditur dapat menggunakan jalan melalui permohonan kepada KPKNL untuk melelang barang jaminan debitur yang telah di bebani hak tanggungan tadi, atau bisa juga membuat permohonan kepada pengadilan negeri untuk melakukan eksekusi hak tanggungan tanpa harus melaui prosedur kreditur menggugat pailit si debitur sebab itu hanya akan memakan waktu saja dan tentunya menggunakan biaya yang tidak sedikit, dan banyak juga proses yang berbelit-belit serta menyimpan banyak resiko dalam pelaksanaanya.
Pelaksanaan eksekusi jaminan terhadap kredit macet tidak dilakukan begitu saja dilakukan, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak bank sebelum melakukan eksekusi. Pihak bank tidak akan begitu saja melakukan eksekusi, tetapi pihak akan melakukan tindakan penyelamatan kredit terlebih dahulu terhadap debitur bermasalah. 
Dalam prakteknya pihak bank selaku kreditur tidak akan langsung melakukan permohonan lelang eksekusi objek jaminan debitur yang kreditnya macet kepada KPKNL, melainkan kreditur haruslah melakukan memberikan surat peringatan 1-3 yang mana surat peringatan 1 diberikan setelah debitur tidak memenuhi kewajibannya yaitu membayar angsuran kredit selama 3 bulan berturut-turut, kemudian setelah surat peringatan 1 dari bank tidak di pedulikan oleh debitur maka terbitlah surat peringatan ke 2 tepat 3 bulan setelah surat peringatan ke 1 dikeluarrkan, selanjutnya apabila surat peringatan ke 2 tetap saja tidak dipedulikan oleh debitur maka terbitlah surat peringatan ke 3 tepat 3 bulan setelah diberikannya surat peringatan ke 2 tadi.
Selanjutnya apabila surat peringatan tersebut tidak respon oleh debitur sebagaimana mestinya maka pihak kreditur akan tetap berusaha menyelamatkan kredit tersebut. Penyelamatan kredit macet atau NPL (Non Performing Loan) ini dapat dilaksanakan dengan cara kreditur melakukan perundingan kembali dengan debitur guna mendapatkan suatu kesepakatan yang tentunya kreditur memberikan syarat-syarat tertentu kepada debitur dengan maksud agar debitur merasa terbantu untuk membayarangsuran kreditnya atau melunasi keseluruhan kreditnya. Tetapi perundingan ini hanya dapat dilakukan apabila debitur memiliki itikad untuk menyelesaikan permasalahan kreditnya saja. Setelah debitur menunjukan itikad baik untuk mnyelesaikan kreditnya, bank selaku kreditur akan meninjau kembali usaha yang dijalankan atau dimiliki oleh debitur itu apakah usaha itu masih memiliki prospek yang menjanjikan ataukah tidak berkembang dan berprogres sama sekali.
Tindakan penyelamatan kredit adalah dengan merestrukturisasi kredit atau memperbaiki kredit. Bila ada debitur yang mengalami masalah terhadap kreditnya dalam arti kesulitan membayar angsuran pokok beserta bunga pihak bank akan memanggil atau mendatangi pihak debitur untuk dilakukan penelitian terlebih dahulu terhadap penyebabnya. Setelah itu jika benar debitur mengalami masalah terhadap kreditnya maka debitur tersebut diajak negoisasi terlebih dahulu untuk menentukan penyelamatan kredit sesuai kemampuan debitur. 
Bentuk penyelamatan kredit yang bisa digunakan untuk memperbaiki kredit debitur adalah: 
a. penjadwalan kembali (rescheduling), 
Yaitu suatu upaya untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjiak kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk masa tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu denagn penambahan kredit.

b. persyaratan kembali (reconditioning) 
Melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian, tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan.

c. penataan kembali (restruckturing).
Yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat- syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan koncersi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan atau reconditioning.
Langkah-langkah restrukturisasi diatas adalah merupakan itikad baik dari bank selaku kreditur guna melakukan penyelamatan kredit yang bertujuan untuk membantu debitur untuk mengembalikan hutangnya. Tentu saja yang perlu kita ingat adalah langkah alternatif yang menjadi upaya terakhir yang diberikan kreditur kepada debitur guna menyelamatkan kredit tersebut. Namun apabila debitur tetap saja tidak bisa melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati maka pihak bank memiliki hak untuk menyita dan kemudian pihak bank akan mengirimkan berkas permohonan lelang eksekusi objek jaminan debitur kepada KPKNL yang mana uang hasil lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang-hutang debitur.
Undang-udang Nomor 7 tahun 1992 dikenal system penyelamatan kredit macet sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat c berbunyi :
“…..Bank umum dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan cara harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan ini maka bank akan memasukan modal atau memasukan untuk sementara kredit yang macet sebagai tanda penyertaan modal suatu perusahaan. Jika perusahaan tersebut telah sehat kembali maka bank sesegera mungkin akan menarik kembali kredit yang telah macet tersebut (dan sekaligus mengakhiri kepenyertaannya dalam perusahaan tersebut). Kepenyertaan modal sementara bank dalam suatu perusahaan disebut dengan istilah equity participation.
Adapun penyelesaian pada umumnya dilakukan melalui :
1) Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN)
Kredit macet yang menyangkut Bank Milik Negara. Biasanya kredit yang telah macet dn telah diupayakan penagihannya/penyelesaiannya secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil maka bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui BUPLN, untuk selanjutnya akan melakukan pelelangan/penjualan benda jaminan kecuali jika bank telah memperoleh “surat kuasa menjual” maka bank dapat depat menjual harta jaminan tersebut secara dibawah tangan. Memperoleh pengembalian kredit dari hasil pelelangan bukanlah hal yang mudah dan cepat. Sebap pengalaman menunjukan bahwa menjual agunan melalui prosedur lelang sangat sulit memperoleh pembeli dan harga yang memadai sehingga sering bank mendapatkan pengembalian kredit yang cukup besar. Untuk tidak terlalu merugikan pihak bank maka hokum perbankan yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 memberikan peluang kepada bank untuk turut serta dalam pelelangan (sebagai pembeli lelang), sebap jika bank dapat menguasai agunan itu dari pelelangan maka bank dapat menjual agunan itu secara perlahan menurut harga yang berlaku dipasaran.
2) Proses letigasi di pengadilan
jika suatu kredit macet dari bank suasta maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilan. Proses letigasi merupakan langka terpaksa yang dilakukan bank yang apabla debitur menunjukan itikad baik yang sengaja menyembunyikan harta bendahnya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya. Akan tetapi proses letigasi sering dinilai oleh masyarakat memakan waktu bertahuntahun. Sementara dipihak lain lembaga sandera yang dulu dianggap sangat membantu sebagai alat pemaksa debitur untuk melunasi utangnya telah dicekal pemberlakuannya Surat Edaran Mahkama Agung Nomor. 2 Tahun 1964 jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1975. Penyelesaian Kredit Macet melalui proses letigasi merupakan pilihan terpaksa bagi bank.
3) Arbitrase atau Perwarisan
Dikalangan perbankan dan pakar hokum mencoba menawarkan penggunaan lembaga “arbitrase” untuk penyelesaian kredit macet. Dalam perjanjian Kredit Perbankan, bank dan nasabah debitur dapat menuangkan klausula arbitrase yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa antara bank dan nasabah (misalnya Kredir Macet) maka akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase dapat berupa badan yang telah lamadibentuk seperti Badan Arbitrase Negara Indonesia (BANI) yan dibentuk oleh KADIN di tahun 1977. Dalam hal ini dalat juga ditunjuk suatu panitia ad hoc yang dibentuk secara insidentil atas pilihan para pihak kusus untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Keberadaan lembaga arbitrase di Indonesia diakui dalam preaktek peradilan sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan Mahkamah Agung antara lain :
a. Putusan Mahkamah Agung Nomor. 225 K/Sip/1976 tanggal 30n September 1983 yang mengakui klausula arbitrase berlaku mutlak seperti undang-undang.
Putusan Mahkama Agung Nomor. 3992 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang menegaskan bahwa kewenangan memeriksa suatu sengketa yang timbul dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase “mutlak” menjai kewenangan lembaga arbitrase, bahkan hal ini diperkuat dengan putusan Mahkama Agung Nomor. 3179 L/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 bahwa pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa gugatan arbitrase dalam konvensi maupun rekonvensi.
Tindakan penyelamatan kredit yang dilakukan oleh kreditur tidak selalu berhasil dan apabila tindakan penyelamatan kredit tersebut gagal atau tidak berhasil maka pihak bank seaku kreditur akan melakukan lelang eksekusi terhadap objek jaminan debitur tadi dengan mengacu terhadap Undang-Undang no 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan Pasal 6.
Lelang eksekusi objek jaminan ini dilakukan bank selaku kreditur dengan bekerjasama dengan KPKNL selaku instansi yang berwenang melelang objek jaminan debitur yang telah diambil alih oleh bank tersebut. Lelang eksekusi objek jaminan debitur ini pun tidak perlu menunggu persetujuan kreditur sebab hak tanggungan tersebut memiliki sifat eksekutorial langsung. Langkah lelang ini adalah upaya terakhir dari pihak bank untuk memperoleh kembali dana nya yang telah diberikan ke debitur dalam bentuk kredit namun debitur tersebut melakukan waprestasi dengan tidak menjalankan kewajibannya yaitu membayar angsuran kedit atau melunasi kredit tersebut secara keseluruhan.
Dalam prakteknya eksekusi hak tanggungan dengan melalui pelelangan langsung banyak dipakai oleh kreditur sebab memiliki kelebihan yaitu adalah kreditur pemegang hak tanggungan dapat langsung mengajukan penjualan objek hak tanggungan yang bersangkutan, sehinggan tahapan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggunan ini dapat lebih singkat apabila dibandingkan dengan pelaksaan lelang eksekusi hak tanggungan melalui pengadilan negeri, yang mana ini berpengaruh terhadap biaya pelaksaannya yang jauh lebih murah dan pemegang hak tanggungan tingkat pertama lebih cepat menerima pelunasan dari debitur dari hasil penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan umum.
Bahwa meskipun aturan mengenai penyelesaian terhadap kreditur yang mengalami kerugian akibat eksekusi hak tanggungan sudah jelas akan tetapi dalam prakteknya tetap saja masih ada saja hambatan-hambatan yang dialami dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yatu seperti mengenai pengosongan objek hak tanggungan, sebab apabila debitur tidak mau mengosongkan objek lelang, maka eksekusi pengosongan harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Sehingga walaupun pengajuan lelang eksekusi hak tanggungan melalui KPKNL tetapi pengosongan objek hak tanggungan yang apabila saat objek lelang tersebut telah laku dilelang namun belum dikosongkan oleh pemilik sebelumnya maka itu tetap harus mengajukan permohonan eksekusi pengosongan objek lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri.  
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa dari penulis diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Perlindungan hukum terhadap kreditur yang mengalami kerugian atas eksekusi hak tanggungan terhadap tanah yang diatasnya ada bangunan milik orang lain perlu atau tidaknya menggunakan pertolongan hakim dalam menjalankan parate eksekusi, sebab UUHT mengalami’’pemaknaan ganda’’,satu sisi pelaksanaanya langsung melalui pelelangan umum (pasal 6 dan 20 UUHT), disisi lain harusmendapatkan fiat dari ketua pengadilan negri berdasarkan pasal 224 HIR. 
2) Akibat hukum atas eksekusi hak tanggungan terhadap tanah yang di atasnya ada bangunan milik orang lain menurut ketentuan pasal 6 dan  20 UUHT dinyatakan apa bila debitur cedera janji maka pemegang hak tanggungan berhak melaksanakan lelang, apabila pihak kreditur tetap melaksanakan lelang maka kreditur telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata sehingga wajib mengganti kerugian yang ditumbulkannya.
3) Penyelesaian terhadap kreditur yang mengalami kerugian atas eksekusi hak tanggungan terhadap tanah yang di atasnya ada bangunan milik orang lain adalah dengan menyerahkannya ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan eksekusi lelang berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati.

B. Saran
Berdasarkan apa yang telah penulis sampaikan, penulis mempunyai saran terhadap permasalahan tersebut diatas yaitu sebagai berikut:
1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Yang Mengalami Kerugian Atas Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Diatasnya Ada Bangunan Milik Orang Lain adalah pemilik sertipikat Hak Atas Tanah tersebut maka pihak pemilik bangunan juga harus melampirkan surat persetujuan bahwa bangunannya juga akan disertakan sebagai objek jaminan Hak Tanggungan.
2. Akibat Hukum Atas Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Milik Orang Lain Dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan hal tersebut dilakukan dengan cara dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur yang lainnya.
3. Penyelesaian Terhadap Kreditur Yang Mengalami Kerugian Atas Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Tanah Yang Di Atasnya Ada Bangunan Milik Orang Lain seharusnya dapat menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak khususnya kreditur untuk diberlakukan di masa yang akan datang.
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